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ABSTRAK

Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara
keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang
konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya
melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta
memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas
manajemen pemerintahan.Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan
Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah
Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan
koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi
pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara
berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing
guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan
keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam
mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang lembaga legislatif dan
fungsi kegiatan yang dilakukannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat dan melihat bagaimana anggota dewan tersebut melakukan masa resesnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Penulis menggunakan metode
diskriptif dimana penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas kondisi,
stuasi atau berbagai keadaan yang didapatkan pada waktu penelitian termasuk
menggunakan populasi dan sampel serta pengumpulan data.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan
reses anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dapat mengetahui tentang aspirasi

ang berkembang dari masyarakat, sebab apabila aspirasi masyarakat tersebut
tidak diketahui oleh anggota Dewan, maka akan berpotensi menimbulkan
kesalahan pengambilan keputusan dengan kehendak masyarakat.

.ata Kunci : Tujuan , Reses, DPRD Kabupaten deli Serdang
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki luas
wilayah yang cukup luas, dengan beraneka ragam budaya, adat, kebiasaan dan
kerabat yang berbeda. Di samping itu rakyat Indonesia juga mempunyai beberapa
tingkat kesejahteraan yang berbeda-beda, sehingga apabila membuat suatu
peraturan maka para pembuat undang-undang dan peraturan lainnya, sebaiknya
mengadakan penelitian terlebih dahulu tentang masyarakat tersebut, agar
keputusan tersebut dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang
merupakan wadah dari setiap unsur masyarakat yang ada, sebab mereka pada
dasarnya dipilih langsung oleh rakyatnya, terkecuali bagi anggota TNI/Polri yang
diangkat dari kesatuannya masing-masing.

Dalam kegiatannya sehari-hari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Deli Serdang selalu mengambil kebijaksanaan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang, untuk itu maka setiap anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat menyerap setiap
kebutuhan dan aspirasi masyarakat melihat serta melakukan perbandingan di
daerah lain dapat diterapkan di DPRD Kabupaten Deli Serdang, dalam hal

pembentukan peraturan daerah.
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Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
ditentukan antara lain oleh kemampua’n Pemerintah Daerah DPRD dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara
keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang
konstruktif. Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya
melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta
memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas
rﬁanajemen pemerintahan.

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan

daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor
kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban
bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat

secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing-

masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran
DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah
daerah.

Dasar Pelaksanaan Reses antara lain adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
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